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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan rendah hati dan penuh kebanggaan, kami mempersembahkan laporan hasil 

penulisan buku ini, yang berjudul "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM 

Internasional Dan Nasional". Buku ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif kami sebagai dosen 

dan penulis dalam menyajikan pemahaman mendalam tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM) 

dalam konteks internasional dan nasional.  

Dalam dunia yang semakin kompleks ini, pemahaman yang mendalam tentang HAM 

menjadi sangat penting. Buku ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif 

tentang konsep HAM, prinsip-prinsipnya, serta implementasi HAM baik di tingkat internasional 

maupun nasional. Kami percaya bahwa dengan memahami konsep HAM, kita dapat mendorong 

penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kebebasan di seluruh dunia.  

Buku ini disusun dengan berlandaskan penelitian yang cermat dan studi literatur yang 

mendalam. Kami menggali sumber-sumber terpercaya, termasuk dokumen hukum dan kebijakan, 

literatur akademik, serta perkembangan terkini dalam diskursus HAM, untuk memastikan 

keakuratan dan keberlanjutan informasi yang disajikan. Selain itu, buku ini juga mencakup contoh-

contoh nyata dan studi kasus yang mendalam untuk memberikan pemahaman praktis tentang 

implementasi HAM di berbagai konteks.  

Dalam proses penulisan buku ini, kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada 

semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan. Terima kasih kepada rekan dosen 

dan peneliti yang memberikan wawasan berharga dalam diskusi dan penelaahan topik ini. Terima 

kasih juga kepada penerbit yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan 

hasil penelitian ini kepada publik. Kami menyadari bahwa buku ini tidaklah sempurna dan masih 

memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari pembaca sangat kami 

harapkan agar kami dapat terus meningkatkan dan menyempurnakan kualitas karya kami di masa 

depan.  

Akhir kata, semoga buku ini memberikan kontribusi positif dalam memperluas 

pemahaman kita tentang konsep Hak Asasi Manusia. Kami berharap buku ini dapat menjadi 

sumber inspirasi dan pedoman bagi para pembaca dalam mempromosikan dan melindungi HAM 

di lingkungan sekitar kita. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda dalam 

perjalanan penulisan buku ini. 

Wassalamu'alaikum wr. wb. 

 

Biak, 28 Mei 2023 

Djamaludin, S.H., M.H. 

Iryana Anwar, S.H., M.H. 
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SINOPSIS 

 

Buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional" 

adalah panduan komprehensif yang mengupas tuntas konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dari 

perspektif internasional dan nasional. Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang HAM 

sebagai dasar kehidupan yang adil, bebas, dan bermartabat. Dalam buku ini, pembaca akan 

diajak untuk menjelajahi konsep HAM dari sudut pandang internasional. Prinsip-prinsip utama 

HAM, seperti kesetaraan, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan perlindungan 

terhadap diskriminasi dan penyiksaan, akan dijelaskan dengan teliti. Pembaca juga akan 

mengenal instrumen-intstrumen internasional yang penting dalam perlindungan HAM, seperti 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi-konvensi HAM internasional lainnya. Buku 

ini juga memberikan analisis mendalam tentang implementasi HAM di tingkat nasional, dengan 

fokus pada konteks Indonesia. Pembaca akan mempelajari perundang-undangan, kebijakan, dan 

lembaga-lembaga yang melindungi dan memajukan HAM di tingkat nasional. Melalui studi kasus 

yang relevan, buku ini menggambarkan tantangan dan keberhasilan dalam 

mengimplementasikan HAM di tingkat nasional. Selain itu, buku ini juga menggali isu-isu 

kontemporer terkait HAM yang sedang berkembang. Dari hak lingkungan hidup hingga 

perlindungan data pribadi, buku ini menjelaskan bagaimana HAM berkembang dan beradaptasi 

dengan dinamika zaman. Ditulis dengan gaya jelas dan mudah dipahami, buku ini cocok untuk 

berbagai pembaca, termasuk mahasiswa, akademisi, aktivis HAM, dan pengambil kebijakan. 

Buku ini juga memberikan rekomendasi dan panduan praktis bagi pembaca dalam memperkuat 

perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat internasional dan nasional. Dengan sinopsis yang 

menarik dan isi yang mendalam, buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep HAM 

secara komprehensif dan mengenali pentingnya HAM dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan 

martabat kemanusiaan. 

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Internasional, Nasional  
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penulisan Buku 

Penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM 

Internasional Dan Nasional" merupakan respons kami sebagai dosen dan penulis terhadap 

perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep Hak Asasi Manusia (HAM). Di 

tengah perkembangan dinamis dalam konteks global, pemahaman tentang HAM menjadi 

semakin penting dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dasar setiap individu di 

seluruh dunia. 

Dalam konteks global, HAM telah menjadi pijakan universal yang mendasari prinsip-

prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan. Prinsip-prinsip ini dinyatakan dalam 

berbagai instrumen HAM internasional yang menjadi acuan bagi negara-negara di seluruh 

dunia. Di tingkat nasional, berbagai negara telah mengadopsi undang-undang dan 

kebijakan yang mendorong penghormatan terhadap HAM sesuai dengan konteks dan 

kebutuhan masyarakatnya. 

B. Tujuan Penulisan Buku 

Tujuan utama dari penulisan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman yang 

mendalam tentang konsep HAM dalam perspektif internasional dan nasional. Kami 

berharap buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang komprehensif bagi para mahasiswa, 

akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami dan menggali 

lebih dalam tentang HAM. 

Melalui buku ini, kami berharap dapat: 

1) Menjelaskan konsep HAM dengan lebih komprehensif, termasuk prinsip-prinsip dasar 

yang melandasi HAM. 

2) Mempresentasikan kerangka kerja HAM internasional dan bagaimana instrumen HAM 

tersebut diterapkan dalam konteks nasional. 

3) Menganalisis tantangan dan isu kontemporer dalam implementasi HAM baik di tingkat 

internasional maupun nasional. 

4) Menyajikan contoh nyata dan studi kasus yang dapat memperkuat pemahaman tentang 

implementasi HAM di berbagai konteks. 

C. Ruang Lingkup dan Batasan Buku 

Buku ini akan mencakup beberapa aspek penting terkait HAM, seperti definisi dan konsep 

dasar HAM, instrumen-instrumen HAM internasional yang relevan, implementasi HAM di 

tingkat nasional, serta isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan HAM. Buku ini juga akan 

membahas contoh-contoh kasus nyata untuk memberikan ilustrasi tentang bagaimana 

HAM diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun, perlu diingat bahwa buku ini tidak mungkin mencakup semua aspek HAM 

secara detail dan menyeluruh. Kami menyadari bahwa ada banyak dimensi dan sub-topik 

yang dapat dijelajahi dalam konteks HAM. Oleh karena itu, batasan waktu dan ruang 

menjadi faktor pembatas dalam pengembangan isi buku ini. 

Kami berharap pembaca dapat memanfaatkan buku ini sebagai sumber awal yang 

komprehensif dalam memahami konsep HAM. Kami juga mengundang pembaca untuk 

terus melibatkan diri dalam penelitian lebih lanjut dan berpartisipasi dalam diskusi dan 

upaya yang mendorong penghormatan terhadap HAM dalam konteks global dan nasional. 

Dalam lanjutan laporan hasil penulisan buku ini, kami akan memaparkan dengan 

lebih rinci konten dan pembahasan yang terdapat dalam buku "Memahami Konsep Hak 

Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Nasional". 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bagian ini, kami akan menyajikan tinjauan pustaka tentang literatur yang relevan yang telah 

kami tinjau dalam proses penulisan buku “Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam 

Perspektif HAM Internasional dan Nasional”. Kami juga akan menjelaskan kontribusi buku ini 

terhadap penelitian atau bidang tertentu serta melakukan perbandingan dengan karya 

sebelumnya yang relevan. 

A. Literatur Relevan Yang Telah Ditinjau 

Penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM 

Internasional Dan Nasional" didasarkan pada tinjauan pustaka yang cermat terhadap 

berbagai sumber yang relevan dalam kajian HAM. Literatur-literatur tersebut mencakup 

berbagai jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta instrumen-instrumen HAM 

internasional dan nasional. Tinjauan pustaka yang luas ini memberikan dasar yang kokoh 

bagi penulisan buku ini, memastikan kualitas dan keberlanjutan informasi yang disajikan. 

B. Kontribusi Buku Terhadap Penelitian atau Bidang Tertentu 

Buku ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman tentang 

konsep HAM, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dalam konteks HAM 

internasional, buku ini menguraikan secara rinci instrumen-instrumen HAM utama, seperti 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi-konvensi HAM, dan peran berbagai 

organisasi internasional yang terlibat dalam promosi dan perlindungan HAM. Kontribusi 

buku ini terletak pada kemampuannya untuk menyajikan informasi yang lengkap, terkini, 

dan terpercaya tentang instrumen-instrumen HAM internasional yang relevan, sehingga 

menjadi referensi penting bagi pembaca yang ingin mendalami isu-isu HAM pada tingkat 

global. 

Selanjutnya, buku ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks 

HAM nasional. Melalui penjelasan yang komprehensif, buku ini memaparkan berbagai 

aspek implementasi HAM di tingkat nasional, termasuk perkembangan kebijakan, legislasi, 

dan peran lembaga-lembaga negara dalam melindungi dan mempromosikan HAM. 

Kontribusi ini membantu pembaca untuk memahami kerangka kerja HAM nasional dan 

tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Buku ini juga menggambarkan upaya-

upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan mendorong perubahan positif 

dalam perlindungan HAM di tingkat nasional. 

C. Perbandingan dengan Karya Sebelumnya 

Dalam penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM 

Internasional Dan Nasional", kami melakukan perbandingan dengan beberapa karya 

sebelumnya yang relevan dalam bidang hak asasi manusia. Perbandingan ini membantu 

kami mengidentifikasi kontribusi khusus buku kami dan memastikan keunikan serta 

keberlanjutan isi yang disajikan. Berikut adalah beberapa perbandingan dengan referensi 

internasional dan nasional yang kami tinjau: 

"The International Human Rights Regime: The History, Impact, and Prospects" oleh 

Professor A. Reza Hossaini: Karya ini memberikan tinjauan mendalam tentang sejarah dan 

perkembangan sistem hak asasi manusia internasional serta dampaknya terhadap 

perlindungan hak asasi manusia di berbagai negara. Dalam buku kami, kami memperluas 

diskusi ini dengan penekanan pada implementasi hak asasi manusia di tingkat nasional dan 

peran instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dalam konteks nasional. 

"Human Rights: Politics and Practice" oleh Michael Goodhart: Buku ini menyajikan 

tinjauan komprehensif tentang isu-isu hak asasi manusia kontemporer, termasuk 

kebebasan sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta tantangan dalam perlindungan 
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hak asasi manusia. Kontribusi buku kami terletak pada fokus yang lebih spesifik pada 

perspektif hak asasi manusia internasional dan nasional, serta penekanan pada 

implementasi hak asasi manusia di tingkat nasional. 

"Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International 

Protection of Human Rights" oleh Rhona K.M. Smith: Karya ini memberikan pengantar yang 

jelas dan sistematis tentang instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, 

mekanisme pelaksanaannya, serta tantangan dalam implementasinya. Dalam buku kami, 

kami melengkapi hal ini dengan penjelasan yang lebih rinci tentang implementasi hak asasi 

manusia di tingkat nasional, serta studi kasus dan contoh-contoh konkret yang 

menggambarkan situasi hak asasi manusia di berbagai negara. 

Melalui perbandingan dengan karya-karya sebelumnya, buku kami memberikan 

kontribusi tambahan dalam pemahaman tentang konsep hak asasi manusia dalam 

perspektif internasional dan nasional. Kami menggabungkan berbagai perspektif, informasi 

terbaru, dan contoh kasus nyata untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan 

relevan tentang implementasi hak asasi manusia saat ini. Merujuk pada berbagai referensi 

internasional dan nasional yang terkait dengan hak asasi manusia. Beberapa referensi 

penting yang kami gunakan antara lain: 

➢ Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 

➢ International Covenant on Civil and Political Rights (Pakta Internasional tentang Hak 

Sipil dan Politik) 

➢ International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Pakta Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) 

➢ United Nations Human Rights Council (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa) 

➢ European Convention on Human Rights (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) 

➢ Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 

➢ International Covenant on Civil and Political Rights (Pakta Internasional tentang Hak 

Sipil dan Politik) 

➢ International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Pakta Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) 

➢ United Nations Human Rights Council (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan 

Bangsa-Bangsa) 

➢ European Convention on Human Rights (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia) 

Dengan mengacu pada referensi internasional dan nasional ini, kami memastikan 

bahwa buku kami mencakup pandangan global tentang hak asasi manusia serta 

memperhatikan kekhasan dan konteks nasional dalam perlindungan hak asasi manusia. 

Dengan melakukan perbandingan dengan karya sebelumnya dan menggunakan referensi 

internasional dan nasional yang relevan, buku kami berusaha memberikan kontribusi yang 

berarti dalam pemahaman dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia di tingkat 

global dan nasional. 

3. METODOLOGI PENULISAN 

Dalam penulisan buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM 

Internasional Dan Nasional", kami mengadopsi pendekatan metodologi yang komprehensif untuk 

memastikan kualitas, keberlanjutan, dan relevansi isi buku. Berikut adalah metodologi penulisan 

yang kami terapkan: 

1) Riset dan Penelitian: Kami melakukan penelitian yang mendalam tentang konsep HAM, 

instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional, serta perkembangan terkini dalam 

diskursus HAM. Kami mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk 
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literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen hukum, dan sumber-sumber 

terpercaya lainnya. Riset dan penelitian yang cermat menjadi dasar yang kokoh untuk 

membangun argumen dan pemahaman yang mendalam. 

2) Analisis dan Sintesis: Setelah mengumpulkan data dan informasi yang relevan, kami 

melakukan analisis kritis untuk mengidentifikasi pola, tren, dan isu-isu yang muncul dalam 

konteks HAM internasional dan nasional. Kami menyusun sintesis dari berbagai sumber dan 

mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam kerangka konseptual yang jelas dan sistematis. 

Analisis dan sintesis ini membantu kami membangun argumen yang kuat dan 

menghubungkan konsep HAM dengan situasi aktual. 

3) Struktur dan Rangkaian Isi: Kami mengembangkan struktur buku yang terorganisir dengan 

baik untuk memastikan penyajian materi yang logis dan koheren. Kami menentukan bab-bab 

dan subbab berdasarkan tema dan topik yang relevan. Selanjutnya, kami menyusun 

rangkaian isi yang berkesinambungan untuk memastikan alur cerita yang mudah diikuti oleh 

pembaca. Struktur dan rangkaian isi yang baik membantu menyajikan informasi dengan jelas 

dan sistematis. 

4) Penulisan dan Pengembangan Teks: Dalam penulisan buku ini, kami mengikuti proses 

penulisan yang berkesinambungan. Kami memulai dengan menyusun draf awal yang 

mencakup gagasan utama dan poin-poin penting. Selanjutnya, kami mengembangkan setiap 

bab dengan penjelasan yang rinci dan argumen yang kuat. Kami menggunakan bahasa yang 

jelas, akurat, dan mudah dipahami untuk memastikan keterbacaan dan keterjangkauan bagi 

berbagai pembaca. 

5) Pengeditan dan Proofreading: Setelah menyelesaikan draf awal, kami melakukan proses 

pengeditan dan proofreading yang cermat. Kami merevisi dan menyempurnakan struktur 

kalimat, pemilihan kata, serta tata bahasa dan ejaan untuk memastikan kejelasan dan 

keakuratan teks. Pengeditan dan proofreading ini penting untuk memperbaiki kesalahan dan 

meningkatkan kualitas tulisan. 

6) Desain dan Tata Letak: Setelah proses penulisan, kami bekerja sama dengan desainer 

profesional untuk merancang sampul buku yang menarik dan tata letak yang menarik. Desain 

dan tata letak yang baik membantu meningkatkan daya tarik visual buku dan membuatnya 

lebih mudah dinavigasi oleh pembaca. 

7) Review dan Koreksi: Sebelum publikasi, kami melakukan proses review dan koreksi terakhir. 

Kami meminta umpan balik dari rekan sejawat, teman, atau profesional terkait untuk 

mendapatkan pandangan objektif dan saran perbaikan. Review dan koreksi ini membantu 

memastikan keselarasan dan keakuratan isi buku. 

8) Publikasi dan Penyebaran: Setelah tahap penulisan selesai, kami bekerja sama dengan 

penerbit untuk menerbitkan buku dalam format cetak atau digital. Kami juga 

mempertimbangkan strategi penyebaran dan pemasaran buku, termasuk promosi melalui 

media sosial, partisipasi dalam acara literatur, atau kerjasama dengan institusi terkait. 

Metodologi penulisan ini kami terapkan dengan tujuan untuk menyajikan buku yang 

akurat, informatif, dan dapat diandalkan bagi pembaca. Kami berharap bahwa melalui metodologi 

ini, buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan 

Nasional" dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman tentang 

HAM dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. 

4. STRUKTUR BUKU 

Struktur Buku adalah organisasi dan tata letak isi buku yang terdiri dari rangkuman isi setiap 

bab, penjelasan tentang bagaimana setiap bab saling terkait dan membentuk buku secara 
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keseluruhan, serta daftar sub-bab atau sub-bagian yang terdapat dalam setiap bab. Berikut 

adalah penjelasan lebih detail tentang ketiga elemen tersebut: 

A. Rangkuman Isi Setiap Bab 

BAB I: Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia 

➢ Menjelaskan pengertian hak asasi manusia dan pentingnya memahami hak asasi 

manusia sebagai manusia 

➢ Menguraikan konsep dasar hak asasi manusia, termasuk keuniversalan, kesifatan 

permanen, tidak dapat dicabut, bermartaban, dan kesetaraan. 

➢ Menjelaskan kewajiban hak asasi manusia dan perlindungan vertikal serta 

horisontal 

➢ Mengkategorikan hak asasi manusia dan menjelaskan peran Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (UDHR). 

BAB II: Pengantar Standar Internasional Hak Asasi Manusia 

➢ Membahas dasar-dasar hukum internasional dan sumber hukum internasional. 

➢ Menjelaskan latar belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional 

dengan fokus pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). 

➢ Memberikan gambaran umum tentang pembuatan perjanjian internasional dan 

alasan negara meratifikasinya. 

BAB III: Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional 

➢ Mendetailkan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan hak-

hak yang tercakup di dalamnya. 

➢ Membahas International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 

(ICESCR) dan hak-hak ekonomi dan sosial yang tercakup di dalamnya. 

➢ Menjelaskan batasan hak sipil dan politik serta realisasi progresif hak ekonomi dan 

sosial. 

➢ Membahas peran budaya dalam hak asasi manusia. 

BAB IV: Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara 

➢ Menjelaskan status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara. 

➢ Mengulas implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik dan peran lembaga 

hak asasi manusia nasional. 

➢ Membahas mekanisme daerah seperti sistem regional dan mekanisme HAM 

ASEAN. 

➢ Menjelaskan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam melindungi hak 

asasi manusia. 

BAB V: Hak Asasi Manusia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Sistem 

Internasional 

➢ Menjelaskan peran hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa 

yang lebih luas, termasuk Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah 

Internasional, dan badan-badan lainnya. 

➢ Mendetailkan Badan Hak Asasi Manusia PBB, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia 

dan peran Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR). 

➢ Menjelaskan badan perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak asasi 

manusia. 

BAB VI: Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan 
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➢ Menjelaskan migrasi di Asia Tenggara dan konteks historis dan ekonomi yang 

mempengaruhinya. 

➢ Membahas konvensi pengungsi, definisi pengungsi, dan standar perlindungan bagi 

pengungsi. 

➢ Menguraikan populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara. 

➢ Menjelaskan konsep dan pelanggaran hak orang tanpa kewarganegaraan. 

BAB VII: Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang yang Diperdagangkan 

➢ Membahas buruh migran dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak 

Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW). 

➢ Mendetailkan hak pekerja migran dalam ICRMW dan tantangan yang dihadapi. 

➢ Menjelaskan orang yang diperdagangkan, Protokol Palermo, dan elemen hak asasi 

manusia dalam perdagangan manusia. 

➢ Membahas tantangan dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan dan 

respons LSM. 

BAB IX: Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum 

➢ Menjelaskan pengertian negara hukum dan prinsip-prinsipnya. 

➢ Mendiskusikan unsur-unsur negara hukum dan konsep negara hukum Indonesia. 

➢ Menjelaskan hubungan antara hak asasi manusia dan negara hukum. 

BAB X: Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia 

➢ Membahas peran konstitusi, pengujian konstitusi, dan penegakan hukum hak asasi 

manusia. 

➢ Menjelaskan alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi Indonesia dan 

perjalanan sejarah HAM dalam konstitusi negara. 

➢ Menjelaskan kaitan hak asasi manusia dengan hukum dan pelanggaran serta 

proses peradilan HAM internasional. 

BAB XI: Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik 

➢ Menguraikan hak asasi manusia dan transisi politik menuju demokrasi. 

➢ Menjelaskan makna keadilan dalam proses rekonsiliasi dan perspektif hukum 

internasional. 

➢ Menggambarkan pengalaman beberapa negara dalam menghadapi transisi politik. 

BAB XII: Pengadilan Hak Asasi Manusia 

➢ Menjelaskan pengertian pengadilan hak asasi manusia dan dasar hukum 

pembentukannya. 

➢ Membahas latar belakang terbentuknya pengadilan hak asasi manusia, tempat 

kedudukan, dan struktur pengadilan. 

➢ Menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diperiksa 

di pengadilan hak asasi manusia. 

BAB XIII: Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia 

➢ Memberikan pengantar tentang berbagai lembaga perlindungan hak asasi manusia, 

seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

(KOMNAS HAM), Mahkamah Konstitusi, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 
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BAB XIV: Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

➢ Menjelaskan amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat terhadap UUD 

1945. 

➢ Membahas prosedur perubahan konstitusi dan latar belakang amandemen UUD 

1945. 

➢ Menguraikan substansi hasil dari amandemen UUD 1945 dan kekurangannya. 

➢ Menjelaskan hakikat dan makna pengesahan UUD 1945 serta proses pergantian 

dan perubahan. 

BAB XV: Materi Muatan Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan 

➢ Menggambarkan hak asasi manusia dalam konteks konstitusi dan perdebatan oleh 

para pendiri bangsa. 

➢ Menjelaskan euforia pengakuan HAM dalam konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. 

➢ Membahas anomali kekuasaan dan HAM dalam UUD 1945. 

➢ Menjelaskan babak baru HAM dalam era reformasi dengan fokus pada UUD 1945 

Amandemen (I-IV). 

B. Hubungan Antar Bab dan Pembentukan Buku secara Keseluruhan 

Buku "Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan 

Nasional" memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan pembagian bab yang logis. 

Setiap bab membangun pemahaman tentang hak asasi manusia dari berbagai perspektif, 

mulai dari dasar-dasar hingga implementasi dalam konteks internasional, nasional, dan 

regional. Hubungan antar bab dan pembentukan buku secara keseluruhan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Bab I hingga IV: Pemahaman Dasar Hak Asasi Manusia 

➢ Bab I membahas dasar-dasar hak asasi manusia, sedangkan Bab II mengenalkan 

standar internasional hak asasi manusia. 

➢ Bab III menjelaskan perjanjian hak asasi manusia internasional, yang memperluas 

pemahaman tentang hak-hak yang dilindungi. 

➢ Bab IV berfokus pada perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara, meliputi 

implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik dan lembaga hak asasi 

manusia regional. 

2) Bab V dan VI: Perlindungan Hak Asasi Manusia di Tingkat Internasional 

➢ Bab V menggambarkan bagaimana hak asasi manusia terintegrasi dalam sistem 

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peran badan-badan PBB dalam mempromosikan 

dan melindungi hak asasi manusia. 

➢ Bab VI membahas hak non-warga negara, termasuk pengungsi dan orang tanpa 

kewarganegaraan, serta perlindungan hak pekerja migran dan korban 

perdagangan manusia. 

3) Bab VII dan VIII: Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum dan Konstitusi 

➢ Bab VII membahas hak asasi manusia dalam negara hukum, termasuk prinsip-

prinsip dan peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. 

➢ Bab VIII fokus pada hak asasi manusia dalam perspektif konstitusi Indonesia, 

menjelaskan peran konstitusi, perubahan UUD 1945, dan materi muatan HAM 

dalam peraturan perundang-undangan. 

4) Bab IX hingga XIII: Aspek Khusus dan Aplikasi Hak Asasi Manusia 

➢ Bab IX membahas hak asasi manusia dalam transisi politik, menggambarkan 

pengalaman beberapa negara dalam menghadapi perubahan politik dan 

implementasi hak asasi manusia. 
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➢ Bab X dan XI menguraikan pengadilan hak asasi manusia dan peran lembaga 

perlindungan hak asasi manusia di tingkat nasional. 

➢ Bab XII dan XIII memfokuskan pada hak non-warga negara, termasuk pengungsi, 

pekerja migran, dan orang yang diperdagangkan, serta peran lembaga-lembaga 

terkait dalam melindungi hak mereka. 

Buku ini membentuk pemahaman yang komprehensif tentang konsep hak asasi 

manusia dari berbagai perspektif, mulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis dalam 

konteks internasional, nasional, dan regional. Struktur buku yang teratur memungkinkan 

pembaca untuk memahami dan mengikuti perkembangan pemikiran seiring dengan 

peningkatan kompleksitas topik yang dibahas. 

Buku ini membentuk pemahaman yang komprehensif tentang konsep hak asasi 

manusia dari berbagai perspektif, mulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis dalam 

konteks internasional, nasional, dan regional. Struktur buku yang teratur memungkinkan 

pembaca untuk memahami dan mengikuti perkembangan pemikiran seiring dengan 

peningkatan kompleksitas topik yang dibahas. 

C. Daftar Sub-Bab atau Sub-Bagian dalam Setiap Bab 

BAB I DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA 

1. Apa Itu Hak Asasi Manusia?  

1.1. Menjadi Manusia  

1.2. Hak Asasi Manusia  

1.3. Dasar-dasar Hak Asasi Manusia  

2. Karakteristik Dan Konsep Dasar Dalam Hak Asasi Manusia  

2.1. Keuniversalan  

2.2. Bersifat Permanen  

2.3. Tidak Dapat Dicabut  

2.4. Bermartabat  

2.5. Keseteraan  

3. Hukum Hak Asasi Manusia: Hak Dan Kewajiban  

3.1. Peraturan Hukum  

3.2. Tugas Hak Asasi Manusia  

3.3. Perlindungan Vertikal Dan Horisontal  

3.4. Kewajiban Negara: 'Menghormati, Melindungi, Memenuhi', dan 

'Mendorong, Melindungi, dan Mencegah  

4. Kategori Hak  

4.1. Pemisahan Dan Penyatuan Kategori Hak  

4.2. VDPA: Vienna Declaration and Programme of Action  

5. Mengapa Mempelajari Hak Asasi Manusia? 

5.1. Pendidikan Hak Asasi Manusia Adalah Hak Asasi Manusia 

5.2. Melindungi Yang Rentan  

5.3. Hak Asasi Manusia Memberikan Pemahaman Regional  

5.4. Pendidikan Hak Asasi Manusia Menambah Nilai Pengetahuan Lainny  

BAB II PENGANTAR INTERNASIONAL STANDAR  HAK ASASI MANUSIA  

1. Hukum Internasional Publik: Dasar-Dasar  

2. Sumber Hukum Internasional 

3. Latar Belakang Perkembangan Standar Hak Asasi Manusia Internasional  

3.1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)  

4. Membuat Perjanjian: Sebuah Tinjauan  

4.1. Pengecualian dan Pemahaman 

5. Mengapa Negara Meratifikasi Perjanjian Yang Membebani Mereka Dengan 

Kewajiban Hukum? 
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BAB III  PERJANJIAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL 

1. ICCPR  

2. Hak Dalam ICCPR  

2.1. Hak Dalam ICCPR 

2.2. Non Diskriminasi  

2.3. Hak Untuk Hidup  

2.4. Hak Hukum (pasal 9, 10, 14, 26)  

2.5. Kebebasan Bergerak (pasal 12)  

2.6. Kebebasan Bergerak (Pasal 18)  

2.7. Kebebasan Berekspresi (Pasal 19)  

2.8. Hak Untuk Menikah dan Memiliki Anak (Pasal 23)  

2.9. Hak Berserikat dan Berkumpul (Pasal 21, 22)  

2.10. Hak Memilih (Pasal 25)  

3. Batasan Hak Sipil Dan Politik  

3.1. Batasan Untuk Semua Hak  

3.2. Pembatasan Hak Khusus yang Dibuat Oleh Pemerintah  

3.3. Derogasi Dalam Keadaan Darurat Publik  

4. ICESCR  

4.1. Realisasi Progresif 

4.2. Keadilan  

5. Hak Di ICESCR  

5.1. Hak Ekonomi  

5.2. Hak Sosial  

6. Budaya Dan Hak Asasi Manusia  

BAB IV  MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DI ASIA TENGGARA  

1. Status Perlindungan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara  

2. Implementasi HAM Domestik  

2.1. Standar Internasional ke Dalam Hukum Domestik  

2.2. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Asia Tenggara  

3. Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional  

3.1. Kelahiran NHRI  

3.2. Jenis NHRI dan Fungsinya  

3.3. Kegiatan NHRI  

3.4. Memantau Standar NHRI  

3.5. Keterbatasan NHRI  

4. Mekanisme Daerah  

4.1. Rezim Hak Asasi Manusia Regional: Eropa, Amerika, dan Afrika 

4.2. Tinjauan Sistem Regional  

5. Mekanisme HAM ASEAN  

6. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  

6.1. Kegiatan LSM  

BAB V PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 

DAN SISTEM INTERNASIONAL  

1. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Lebih Luar 

1.1. Dewan Keamanan  

1.2. Majelis Umum  

1.3. Mahkamah Internasional  

1.4. Sekretariat PBB  

1.5. Badan Lainnya  

2. Badan Hak Asasi Manusia PBB  

2.1. Badan Piagam: Dewan Hak Asasi Manusia  
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2.2. Tindakan Dewan Hak Asasi Manusia untuk Mempromosikan dan 

Melindungi Hak Asasi Manusia 

3. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHRCR)  

4. Badan Perjanjian  

BAB VI HAK NON-WARGA NEGARA: PENGUNGSI DAN TANPA KEWARGANEGARAAN 

1. Migrasi di Asia Tenggara  

1.1. Terminologi  

1.2. Konteks Sejarah dan Ekonomi terhadap Migrasi di Asia Tenggara  

2. Empat Kategori Hak Non-Warga Negara: Sebuah Tinjauan  

2.1. Kesenjangan dan Tumpang Tindih dalam Perlindungan Hukum  

3. Konvensi Pengungsi  

3.1. Defenisi Pengungsi 

3.2. Standar Konvensi Pengungsi  

4. Populasi dan Perlindungan Pengungsi di Asia Tenggara  

4.1. Organisasi Pengungsi: UNCHR  

5. Orang Tanpa Kewarganegaraan  

5.1. Mendefenisikan Tanpa Kewarganegaraan  

5.2. Pelanggaran Hak-hak Tanpa Kewarganegaraan  

5.3. Konvensi Tanpa Kewarganegaraan  

5.4. Penyebab Kewarganegaraan  

5.5. Tindakan untuk Menghilangkan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan  

BAB VII HAK NON-WARGA NEGARA: PEKERJA MIGRAN DAN ORANG YANG 

DIPERDAGANGKAN  

1. Buruh Migran  

2. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan 

Anggota Keluarganya (ICRMW)  

2.1. Pengertian Pekerja Imigran  

2.2. Hak-hak Buruh Migran di ICRMW  

2.3. Tantangan Bagi ICRMW  

2.4. Alasan-alasan untuk Rendahnya Ratifikasi  

3. Pelanggaran Hak Pekerja Migran  

3.1. Tindakan Pemerintah yang dapat Melindungi Hak-Hak Buruh Migran  

3.2. Organisasi Pekerja Migran  

4. Orang Yang Diperdagangkan  

4.1. Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan 

Manusia Khususnya Perempuan Anakn, 2003 (Protokol Palermo)  

4.2. Defenisi Perdagangan  

4.3. Elemen Hak Asasi Manusia dalam Protokol Trafficking  

5. Tantangan Untuk Mengidentifikasi Orang-orang Yang Diperdagangkan  

5.1. Tanggapan LSM  

BAB IX HAK ASASI MANUSIA DALAM NEGARA HUKUM  

1. Pengertian Negara Hukum  

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum  

3. Unsur-Unsur Negara Hukum  

4. Konsep Negara Hukum Indonesia  

5. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum  

BAB X HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA  

1. Peran Konstitusi  

2. Pengujian Konstitusi  

3. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia  

4. Alasan Hak Asasi Manusia Dimuat Dalam Konstitusi  
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5. Hak Asasi Manusia Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia 

6. Perjalanan Sejarah HAM Dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

7. Kaitan Hak Asasi Manusia Dengan Hukum  

8. Pelanggaran Dan Proses Peradilan HAM Internasional  

BAB XI HAK ASASI MANUSIA DALAM TRANSISI POLITIK  

1. Hak Asasi Manusia  

1.1. Generasi-Generasi Hak Asasi Manusia (HAM)  

1.2. Transisi Politik Menuju Demokrasi  

2. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik  

2.1. Kasus Pembunuhan Steven Biko Di Afrika Selatan  

2.2. Makna Keadilan dalam Proses Rekonsiliasi.  

2.3. Perspektif Hukum Internasional  

3. Pengalaman Beberapa Negara  

3.1. Beberapa Negara Amerika Latin  

3.2. Beberapa Negara Non-Amerika Latin  

BAB XII PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  

1. Pengertian Pengadilan Hak Asasi Manusia  

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia  

3. Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Hak Asasi Manusia  

4. Tempat Kedudukan Pengadilan Hak Asasi Manusia  

5. Susunan Struktur Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia  

6. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia  

BAB XIII LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA  

1. Pengantar 

2. Polisi  

3. Kejaksaan  

4. Pengadilan  

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)  

6. Mahkamah Konstitusi  

7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)  

8. Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)  

9. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) 

10. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  

11. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  

11.1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)  

11.2. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) 

11.3. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  

11.4. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) 

12. Pers  

BAB XIV LAHIRNYA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR (UUD) NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  

1. Amandemen I 

2. Amandemen II  

3. Amandemen III  

4. Amandemen IV  

5. Prosedur Perubahan Konstitusi  

6. Bagaimana Mekanisme Mengubah UUD 1945?  

7. Latar Belakang Amandemen UUD 1945  

8. Substansi Hasil Dari Amandemen UUD 1945  

9. Kekurangan Dalam Amandemen UUD 1945  

10. Hakikat Dan Makna Pengesahan UUD 1945 
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11. Proses Pergantian Dan Perubahan  

12. Peranti Bernegara Yang Harus Dikawal  

BAB XV MATERI MUATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN  

1. Hak Asasi Manusia  

2. Konstitusi  

3. Perdebatan Oleh Pendiri Bangsa (UUD Tahun 1945)  

4. Euforia Pengakuan HAM (Konstitusi RIS 1949 Dan UUDS 1950)  

5. Anomali Kekuasaan Dan HAM (UUD Tahun 1945)  

6. Babak Baru HAM Dalam Era Reformasi (UUD Tahun 1945 Amandemen (I-IV) 

5. PENJELASAN ISI BUKU 

A. Deskripsi Setiap Bab Secara Terperinci 

BAB I: Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia 

➢ Bab ini memperkenalkan pembaca pada konsep dasar hak asasi manusia. Pembaca 

akan memahami arti hak asasi manusia dan pentingnya memperlakukan setiap individu 

sebagai manusia. Bab ini menjelaskan dasar-dasar hak asasi manusia, termasuk hak-

hak yang mendasarinya dan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi hak asasi manusia. 

BAB II: Pengantar Standar Internasional Hak Asasi Manusia 

➢ Bab ini membahas tentang standar internasional hak asasi manusia. Pembaca akan 

mempelajari sumber-sumber hukum internasional yang mendasari hak asasi manusia, 

serta latar belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional. Bab ini 

juga mengulas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai landasan 

penting dalam perlindungan hak asasi manusia di tingkat global. 

BAB III: Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional 

➢ Bab ini menjelaskan perjanjian hak asasi manusia internasional yang menjadi landasan 

hukum dalam melindungi hak asasi manusia. Pembaca akan memahami ICCPR 

(International Covenant on Civil and Political Rights) dan hak-hak yang tercakup di 

dalamnya, serta ICESCR (International Covenant on Economic, Social, and Cultural 

Rights) yang melindungi hak-hak ekonomi dan sosial. Bab ini juga membahas batasan 

dalam melaksanakan hak-hak tersebut. 

BAB IV: Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara 

➢ Bab ini membahas konteks perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. 

Pembaca akan mempelajari implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik, 

termasuk integrasi standar internasional ke dalam hukum domestik. Bab ini juga 

mengulas peran lembaga hak asasi manusia nasional dan mekanisme regional dalam 

melindungi hak asasi manusia di Asia Tenggara. 

BAB V: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Internasional 

➢ Bab ini menjelaskan peran hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-

Bangsa secara keseluruhan. Pembaca akan memahami peran Dewan Keamanan, 

Majelis Umum, Mahkamah Internasional, dan badan-badan lain dalam melindungi dan 

mempromosikan hak asasi manusia. Bab ini juga mengulas peran Badan Hak Asasi 

Manusia PBB dan kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia dalam perlindungan hak 

asasi manusia. 
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BAB VI: Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan 

➢ Bab ini membahas perlindungan hak asasi manusia bagi mereka yang bukan warga 

negara, termasuk pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan. Pembaca akan 

mempelajari definisi dan standar perlindungan pengungsi, serta upaya dalam 

mengatasi situasi orang tanpa kewarganegaraan. Bab ini juga menjelaskan peran 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) dalam melindungi dan 

membantu pengungsi. 

BAB VII: Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran dan Orang yang Diperdagangkan 

➢ Bab ini membahas perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja migran dan orang yang 

diperdagangkan. Pembaca akan mempelajari konvensi internasional yang melindungi 

hak pekerja migran dan upaya dalam memberantas perdagangan manusia. Bab ini juga 

mengulas tantangan dalam mengidentifikasi dan melindungi hak-hak mereka, serta 

peran organisasi dan lembaga terkait. 

BAB VIII: Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum 

➢ Bab ini menjelaskan konsep negara hukum dan prinsip-prinsip yang melatarbelakangi 

negara hukum. Pembaca akan memahami unsur-unsur negara hukum dan konsep 

negara hukum di Indonesia. Bab ini juga membahas hubungan antara hak asasi 

manusia dan negara hukum. 

BAB IX: Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia 

➢ Bab ini fokus pada perspektif hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Pembaca 

akan mempelajari peran konstitusi, proses amandemen UUD 1945, dan hak asasi 

manusia dalam konstitusi negara. Bab ini juga mengulas perjalanan sejarah hak asasi 

manusia dalam konstitusi Indonesia dan kaitannya dengan hukum nasional. 

BAB X hingga XIV 

➢ Bab ini mengulas berbagai aspek khusus dan aplikasi hak asasi manusia, termasuk 

perlindungan hak asasi manusia dalam konteks transisi politik, pengadilan hak asasi 

manusia, lembaga perlindungan hak asasi manusia, serta materi muatan hak asasi 

manusia dalam peraturan perundang-undangan. Dengan rangkuman isi setiap bab 

yang detail, buku ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep hak 

asasi manusia dari berbagai perspektif dan aplikasinya dalam konteks internasional, 

nasional, dan regional. 

B. Penjelasan Konsep atau Topik yang Dibahas dalam Setiap Bab 

BAB I: Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia 

➢ Bab ini membahas pengenalan dasar tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk 

apa itu HAM dan dasar-dasarnya. 

➢ Konsep yang dibahas meliputi pemahaman tentang menjadi manusia, hak asasi 

manusia, dan dasar-dasar hak asasi manusia. 

➢ Bab ini juga menjelaskan karakteristik dan konsep dasar dalam hak asasi manusia, 

seperti keuniversalan, bersifat permanen, tidak dapat dicabut, bermartabat, dan 

keseteraan. 

➢ Terdapat penjelasan tentang hukum hak asasi manusia, termasuk peraturan hukum, 

tugas hak asasi manusia, perlindungan vertikal dan horizontal, serta kewajiban negara 

dalam menghormati, melindungi, memenuhi, dan mendorong hak asasi manusia. 
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➢ Terakhir, bab ini membahas kategori hak dan pentingnya mempelajari hak asasi 

manusia. 

BAB II: Pengantar Standar Internasional Hak Asasi Manusia 

➢ Sumber-sumber hukum internasional: Bab ini membahas sumber-sumber hukum 

internasional yang menjadi dasar bagi hak asasi manusia, seperti perjanjian 

internasional, deklarasi, dan konvensi. 

➢ Perkembangan standar hak asasi manusia internasional: Bab ini menjelaskan latar 

belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) sebagai tonggak penting dalam perlindungan hak 

asasi manusia di tingkat global. 

BAB III: Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional 

➢ ICCPR: Bab ini menjelaskan International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR), perjanjian hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak sipil dan 

politik. 

➢ Hak-hak dalam ICCPR: Bab ini mengulas hak-hak yang dilindungi dalam ICCPR, seperti 

hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak untuk beragama, hak untuk berserikat, 

dan lain sebagainya. 

➢ ICESCR: Bab ini menjelaskan International Covenant on Economic, Social, and Cultural 

Rights (ICESCR), perjanjian hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak 

ekonomi, sosial, dan budaya. 

➢ Hak-hak dalam ICESCR: Bab ini menguraikan hak-hak yang dilindungi dalam ICESCR, 

seperti hak atas pekerjaan layak, hak atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, 

dan lain sebagainya. 

BAB IV: Melindungi Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara 

➢ Konteks perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara: Bab ini membahas status 

perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara. 

➢ Implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik: Bab ini menjelaskan upaya 

implementasi hak asasi manusia di tingkat domestik, termasuk integrasi standar 

internasional ke dalam hukum domestik. 

➢ Lembaga hak asasi manusia nasional: Bab ini mengulas peran lembaga hak asasi 

manusia nasional di Asia Tenggara, seperti kelahiran dan jenis-jenis lembaga tersebut. 

➢ Mekanisme regional: Bab ini membahas rezim hak asasi manusia regional di Eropa, 

Amerika, dan Afrika, serta tinjauan sistem regional hak asasi manusia. 

➢ Peran LSM: Bab ini menjelaskan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam 

melindungi hak asasi manusia di Asia Tenggara. 

BAB V: Hak Asasi Manusia dalam Sistem Internasional 

➢ Peran hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Bab ini 

menjelaskan peran hak asasi manusia dalam berbagai organ PBB, seperti Dewan 

Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah Internasional, Sekretariat PBB, dan badan-

badan lainnya. 

➢ Badan Hak Asasi Manusia PBB: Bab ini menguraikan peran Dewan Hak Asasi Manusia 

sebagai badan piagam yang bertanggung jawab dalam mempromosikan dan 

melindungi hak asasi manusia di tingkat global. 

➢ Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR): Bab ini menjelaskan peran 

OHCHR sebagai lembaga yang bekerja untuk memajukan dan melindungi hak asasi 

manusia di seluruh dunia. 
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➢ Badan Perjanjian: Bab ini membahas badan perjanjian yang bertanggung jawab atas 

perjanjian hak asasi manusia internasional dan memfasilitasi peninjauan negara 

anggota terkait pemenuhan kewajiban hak asasi manusia. 

BAB VI: Hak Non-Warga Negara: Pengungsi dan Tanpa Kewarganegaraan 

➢ Migrasi di Asia Tenggara: Bab ini menjelaskan terminologi dan konteks sejarah serta 

ekonomi migrasi di Asia Tenggara. 

➢ Konvensi Pengungsi: Bab ini menguraikan definisi pengungsi, standar perlindungan, 

dan upaya yang dilakukan dalam melindungi hak-hak pengungsi. 

➢ Populasi dan perlindungan pengungsi di Asia Tenggara: Bab ini membahas situasi 

pengungsi di kawasan Asia Tenggara dan peran UNHCR dalam melindungi dan 

membantu pengungsi. 

➢ Orang tanpa kewarganegaraan: Bab ini menjelaskan situasi orang tanpa 

kewarganegaraan, definisi mereka, pelanggaran hak yang sering mereka hadapi, 

konvensi terkait, penyebab keadaan tanpa kewarganegaraan, dan tindakan untuk 

menghilangkan status tanpa kewarganegaraan. 

BAB VII Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran Dan Orang Yang Diperdagangkan 

➢ Bab ini membahas hak asasi manusia bagi pekerja migran dan orang yang 

diperdagangkan. 

➢ Fokus utama bab ini adalah pada Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak 

Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW), termasuk pengertian 

pekerja migran, hak-hak mereka, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

konvensi, dan rendahnya tingkat ratifikasi. 

➢ Terdapat juga pembahasan tentang pelanggaran hak pekerja migran dan tindakan 

pemerintah serta organisasi pekerja migran dalam melindungi hak-hak mereka. 

➢ Selain itu, bab ini membahas orang yang diperdagangkan dengan memperkenalkan 

Protokol Palermo untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, 

termasuk definisi perdagangan, elemen hak asasi manusia yang terkait, dan tantangan 

dalam mengidentifikasi orang yang diperdagangkan. 

BAB IX Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum 

➢ Bab ini membahas konsep negara hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. 

➢ Terdapat penjelasan tentang unsur-unsur negara hukum dan konsep negara hukum di 

Indonesia. 

➢ Bab ini juga menjelaskan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. 

BAB X Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia 

➢ Bab ini membahas peran konstitusi, pengujian konstitusi, penegakan hukum hak asasi 

manusia, serta alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi. 

➢ Terdapat penjelasan tentang hak asasi manusia dalam konstitusi Negara Republik 

Indonesia dan perjalanan sejarah HAM dalam konstitusi tersebut. 

➢ Bab ini juga mengkaji hubungan antara hak asasi manusia dengan hukum dan 

pelanggaran serta proses peradilan HAM internasional. 

BAB XI Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik 

➢ Bab ini membahas hak asasi manusia dan transisi politik menuju demokrasi. 

➢ Konsep yang dibahas mencakup generasi-generasi hak asasi manusia, kasus 

pembunuhan Steven Biko di Afrika Selatan, makna keadilan dalam proses rekonsiliasi, 

dan perspektif hukum internasional. 
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➢ Terdapat juga pembahasan tentang pengalaman beberapa negara dalam menghadapi 

transisi politik dan pelaksanaan hak asasi manusia. 

BAB XII Pengadilan Hak Asasi Manusia 

➢ Bab ini membahas pengertian pengadilan hak asasi manusia, dasar hukum 

pembentukannya, latar belakang terbentuknya pengadilan hak asasi manusia, tempat 

kedudukan pengadilan, serta susunan struktur dalam pengadilan hak asasi manusia. 

➢ Terdapat juga penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia 

yang dapat diadili di pengadilan hak asasi manusia. 

BAB XIII Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia 

➢ Bab ini membahas berbagai lembaga yang bertugas melindungi hak asasi manusia, 

seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS 

HAM), Mahkamah Konstitusi, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap 

Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan 

lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

➢ Bab ini menjelaskan peran dan fungsi masing-masing lembaga tersebut dalam 

melindungi hak asasi manusia. 

BAB XIV Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

➢ Bab ini membahas tentang proses amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

➢ Konsep yang dibahas mencakup amandemen I, amandemen II, amandemen III, 

amandemen IV, prosedur perubahan konstitusi, latar belakang amandemen UUD 1945, 

substansi hasil dari amandemen tersebut, kekurangan dalam amandemen UUD 1945, 

hakikat dan makna pengesahan UUD 1945, proses pergantian dan perubahan, serta 

peranti bernegara yang harus dikawal. 

Demikianlah penjelasan tentang konsep atau topik yang dibahas dalam setiap bab buku 

"Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM Internasional Dan 

Nasional". 

C. Penekanan Pada Poin-Poin Penting atau Temuan Yang Relevan 

BAB I Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia: 

➢ Poin penting: Pengenalan konsep hak asasi manusia, termasuk menjelaskan apa itu 

hak asasi manusia, karakteristik dan konsep dasar dalam hak asasi manusia, hukum 

hak asasi manusia, dan kategori hak. 

BAB II Pengantar Internasional Standar Hak Asasi Manusia: 

➢ Poin penting: Menjelaskan dasar-dasar hukum internasional, sumber hukum 

internasional, latar belakang perkembangan standar hak asasi manusia internasional, 

dan pengenalan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). 

BAB III Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional: 

➢ Poin penting: Membahas ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) 

dan hak-hak yang terkandung di dalamnya, batasan hak sipil dan politik, serta ICESCR 

(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) dan hak-hak yang 

terkandung di dalamnya. 

BAB IV Melindungi Hak Asasi Manusia Di Asia Tenggara: 
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➢ Poin penting: Membahas status perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara, 

implementasi HAM domestik, lembaga hak asasi manusia nasional, mekanisme 

regional hak asasi manusia, dan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

BAB V Perlindungan Hak Asasi Manusia: Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Sistem 

Internasional: 

➢ Poin penting: Menjelaskan hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-

Bangsa yang lebih luas, termasuk peran Dewan Keamanan, Majelis Umum, Mahkamah 

Internasional, dan badan-badan lainnya. Juga membahas Badan Hak Asasi Manusia 

PBB dan peran Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR). 

BAB VI Hak Non-Warga Negara: Pengungsi Dan Tanpa Kewarganegaraan: 

➢ Poin penting: Menguraikan konsep pengungsi dan orang tanpa kewarganegaraan, 

termasuk definisi, perlindungan hukum, populasi dan perlindungan pengungsi di Asia 

Tenggara, serta upaya menghilangkan keadaan tanpa kewarganegaraan. 

BAB VII Hak Non-Warga Negara: Pekerja Migran Dan Orang Yang Diperdagangkan: 

➢ Poin penting: Membahas hak asasi manusia pekerja migran, termasuk Konvensi 

Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya (ICRMW), pelanggaran hak pekerja migran, serta orang yang 

diperdagangkan dan Protokol Palermo yang berkaitan. 

BAB IX Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum: 

➢ Poin penting: Menjelaskan konsep negara hukum, prinsip-prinsip negara hukum, unsur-

unsur negara hukum, dan konsep negara hukum di Indonesia. Juga membahas hak 

asasi manusia dalam konteks negara hukum. 

BAB X Hak Asasi Manusia Perspektif Konstitusi Indonesia: 

➢ Poin penting: Membahas peran konstitusi, pengujian konstitusi, penegakan hukum hak 

asasi manusia, alasan hak asasi manusia dimuat dalam konstitusi, dan perjalanan 

sejarah HAM dalam konstitusi Indonesia. 

BAB XI Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik: 

➢ Poin penting: Membahas hubungan antara hak asasi manusia dan transisi politik 

menuju demokrasi, dengan penekanan pada kasus-kasus dan pengalaman negara-

negara yang mengalami transisi politik. 

BAB XII Pengadilan Hak Asasi Manusia: 

➢ Poin penting: Menjelaskan pengertian pengadilan hak asasi manusia, dasar hukum 

pembentukan pengadilan hak asasi manusia, latar belakang terbentuknya pengadilan 

hak asasi manusia, serta poin-poin terkait struktur dan pelanggaran hak asasi manusia 

yang dapat diadili di pengadilan hak asasi manusia. 

BAB XIII Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia: 

➢ Poin penting: Membahas berbagai lembaga perlindungan hak asasi manusia, seperti 

polisi, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), 

Mahkamah Konstitusi, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

(KOMNAS PEREMPUAN), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan lembaga 

swadaya masyarakat (LSM). 

BAB XIV Lahirnya Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945: 
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➢ Poin penting: Membahas proses amandemen UUD 1945, termasuk amandemen I 

hingga IV, prosedur perubahan konstitusi, latar belakang amandemen, substansi hasil 

amandemen, kekurangan dalam amandemen UUD 1945, serta hakikat dan makna 

pengesahan UUD 1945. Juga mengkaji peranti bernegara yang harus dikawal. 

Dengan menekankan poin-poin penting dan temuan yang relevan, pembaca akan 

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hak asasi manusia yang 

dibahas dalam setiap bab buku. 

6. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari buku “Memahami Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif HAM 

Internasional dan Nasional”tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

1) Hak Asasi Manusia adalah konsep yang mendasar dan universal yang mengakui bahwa setiap 

individu memiliki hak yang tak tergantikan dan tak dapat dicabut hanya karena mereka adalah 

manusia. 

2) Hak Asasi Manusia memiliki karakteristik seperti keuniversalan, keabadian, tidak dapat 

dicabut, bermartabat, dan keseteraan, yang memastikan bahwa setiap individu memiliki hak 

yang sama tanpa diskriminasi. 

3) Ada berbagai instrumen hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia, termasuk 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), International Covenant on Civil and Political 

Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 

(ICESCR). 

4) Implementasi dan perlindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara masih menghadapi 

tantangan, meskipun beberapa negara telah mengadopsi lembaga-lembaga hak asasi 

manusia nasional dan mekanisme regional untuk meningkatkan perlindungan hak asasi 

manusia. 

5) Hak asasi manusia juga melibatkan isu-isu seperti perlindungan pengungsi, perlindungan 

pekerja migran, perdagangan manusia, dan perlindungan tanpa kewarganegaraan. 

6) Negara hukum dan konstitusi berperan penting dalam menjamin hak asasi manusia, dengan 

perlindungan yang dijamin oleh konstitusi dan diimplementasikan melalui lembaga-lembaga 

seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. 

7) Partisipasi dan peran LSM, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional 

seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga sangat penting dalam melindungi dan 

mempromosikan hak asasi manusia. 

8) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 

menunjukkan upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, 

meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya. 

9) Transisi politik menuju demokrasi juga memainkan peran penting dalam mendorong 

perlindungan hak asasi manusia, dengan perluasan ruang demokrasi dan upaya rekonsiliasi. 

10) Meskipun terdapat perkembangan positif, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk 

memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat nasional dan 

internasional. 

Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 

sebagai pijakan moral dan hukum dalam masyarakat, serta perlunya upaya berkelanjutan untuk 

mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. 
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